
 
 
 
 
 

 

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN 
PROVINSI MALUKU UTARA 

 
PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN 

NOMOR     1    TAHUN 2018 
 

TENTANG  

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 49 TAHUN 2017 TENTANG 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  

KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2018 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN, 
 

Menimbang 
 

: a. berdasarkan Pasal 154 dan Pasal 160  Peraturan Menteri 
Dalam Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pendoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

 
b. bahwa berdasarkan ketentuan tentang Petunjuk Teknis 

Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2018, 

mengalami beberapa perubahan Kegiatan yang tertuang 
didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota 

Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2018, perlu 
menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2018; 
 

c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 
61 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan 
Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun 

Anggaran 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Republik Indonesi Nomor 124 Tahun 2017 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

102 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan 
Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Pelayanan 

Administrasi Kependudukan, perlu menetapkan Peraturan 
Walikota tentang Perubahan Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tidore Kepulauan 

Tahun Anggaran 2018; 
 

 
 
 

 
 



d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud  
pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan 
Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan 

Walikota Nomor 49 Tahun 2017 tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Tidore 
Kepulauan Tahun Anggaran 2018; 

 
Mengingat : 1. 

 
 
 

 
 

2. 
 
 

 
 
 

 
 

3. 
 
 

 
 

4. 
 
 

 
 
5. 

 
 

 
 
 

6. 
 

 
 
 

 
7. 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme  (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 
 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten 
Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, 

Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore 
Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264); 
 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 4286); 
 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4389);  
 
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4400);  
 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4438); 

 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesa Nomor 5049); 

 
 
 

 
 
 



8. 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
9. 
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12. 
 

 
 
 

13. 
 

 
 
 

14. 
 
 

 
 

 
15. 
 

 
 
 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679);  

 
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

 
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155),    

 
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
 

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 5165); 
 

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Nomor 5272); 
 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang  
Pedoman Pembinaan Pengawasan Atas Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

 
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang  
Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 



16. 
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18. 
 

 
 
19. 

 
 

 
 
20. 

 
 
 

 
 

21. 
 
 

 
 

 
22. 
 

 
 
 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 
 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial 
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan 

Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial 

Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan 
Belanja Daerah;  
 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun 2018; 
 
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2017 

tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi 
Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 

2018 
 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 124 Tahun 2017 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 102 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis 
Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana 

Pelayanan Administrasi Kependudukan; 
 

Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 1 
Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tidore 

Kepulauan Tahun 2009 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 64); 

 
Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 8 
Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota 
Tidore Kepulauan Tahun 2017 Nomor 195). 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN 
PERATURAN WALIKOTA NOMOR 49 TAHUN 2017 TENTANG 
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 
2018. 
 



Pasal I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Tidore Kepulauan  Nomor 49 

Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota 
Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2018 diubah sebagai berikut : 
 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 
 

Pasal 1 
 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 

sebagai berikut :  
2. Belanja  

a. Belanja Tidak Langsung     Rp. 410.309.996.295,00 
Bertambah/(berkurang)    Rp.       (500.000.000,00) 
Jumlah setelah perubahan   Rp. 409.809.996.295,00 

 
a.8 Belanja Tidak terduga   Rp   4.000.000.000,00 
      Bertambah/(berkurang)   Rp.        (500.000.000,00) 

      Jumlah setelah perubahan  Rp.      3.500.000.000,00 
 

b.  Belanja Langsung     RP.   464.232.215.365,00 
    Bertambah/(berkurang)    Rp.      500.000.000,00)  

Jumlah setelah perubahan   Rp.   464.732.215.365,00 

 
b.1 Belanja Pegawai     Rp.    48.920.247.840,00 

 Bertambah/(berkurang)   Rp.       (79.295.000,00)          
Jumlah setelah perubahan   Rp.    48.840.952.840,00 
 

 
b.2 Belanja Barang dan Jasa   Rp.  245.043.510.409,00 

Bertambah/(berkurang)   Rp.       97.360.000,00 

Jumlah setelah perubahan   Rp.  245.140.870.409,00 
 

b.3 Belanja Modal     Rp.  170.268.457.116,00 
 Bertambah/(berkurang)   Rp.         481.935.000,00     
Jumlah setelah perubahan   Rp.  170.750.392.116,00 

    
2. Ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi 

sebagai berikut : 
Pasal 2 

 

Uraian perubahan penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
tercantum dalam lampiran 1 Peraturan Walikota Tidore Kepulauan ini. 

 

Pasal 3 
 

Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih 
lanjut dalam lampiran II Peraturan Walikota ini. 

 

 
 
 



Pasal 4 
 

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 
 

Pasal 5 

 
Pelaksanaan perubahan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan 

Walikota ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran 
Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang– 
undangan.  

 
Pasal II 

 
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
 

Agar  setiap  orang  mengetahuinya,  memerintahkan  pengundangan  Peraturan  
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tidore 
Kepulauan. 

 
           Ditetapkan di Tidore 

             pada tanggal  5 Pebruari 2018 
 
               WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN, 

          

 

                                                                 ALI IBRAHIM  
 
Diundangkan di Tidore 

pada tanggal  5 Pebruari 2018 
 

SEKRETARIS DAERAH 
KOTA TIDORE KEPULAUAN, 

 

 

M. THAMRIN FABANYO 

 
BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2018  NOMOR 450. 


